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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rehman Sobhan dalam “Agrarian Reform and Social Transformation:
Preconditions for Development” (1993) menyatakan, bahwa bila suatu negara
ingin menghapuskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) di pedesaan, dan
ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau
pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting,
karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil,
bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan
tanah.

Pernyataan Rehman Sobhan ini relevan dengan pelaksanaan reforma
agraria di Kabupaten Blitar yang relatif radikal, karena selalu didahului dengan
reklaiming (reclaiming), kemudian dilanjutkan dengan konflik, perdamaian,
redistribusi tanah, dan akhirnya legalisasi asset. Hal ini antara lain terjadi pada
konflik antara masyarakat Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan
Doko, Kabupaten Blitar dengan PT. Sari Bumi Kawi pada tahun 1998.

Konflik diawali dengan upaya masyarakat melakukan reklaiming atas tanah
seluas 280 Ha, setelah eskalasi meningkat dan berlarut-larut akhirnya dilakukan
perdamaian, redistribusi tanah, dan legalisasi asset. Puncak penyelesaian di
bidang pertanahan ditandai dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada
masyarakat yang melakukan reklaiming pada tanggal 4 April 2012. Walaupun
sudah dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah, reforma agraria di Dusun
Kulonbambang belumlah selesai, karena seperti dikatakan Rehman Sobhan,
masih diperlukan adanya tahapan lanjutan yang wajib memperlihatkan hadirnya
kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian reforma agraria di
Kabupaten Blitar cenderung diawali dengan konflik yang berlangsung antara

masyarakat dengan pihak lain.



Sementara itu, pada tahun 1974 di Perkebunan Nyunyur terjadi konflik
antara masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar melawan
PT. Kismo Handayani (dahulu: PT. Nyunyur Baru). Konflik diawali tindakan
Pemerintah Kabupaten Blitar membatalkan redistribusi tanah yang diperoleh
masyarakat pada tahun 1963, seluas 100 Ha. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten
Blitar menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Nyunyur Baru, yang telah
menguasai tanah seluas 374 Ha, sehingga akhirnya PT. Nyunyur Baru berhasil
menguasai tanah seluas 474 Ha.

Sesungguhnya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka pola konflik
pertanahan yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pola konflik
di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui ada lima pola konflik di Provinsi
Jawa Timur, yaitu: Pertama, konflik di area hutan, terutama yang terkait dengan
wilayah hutan dan akses pengelolaannya di wilayah Kabupaten Probolinggo,
Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. Kedua, konflik
yang terkait dengan ekspansi wilayah industri dan kawasan industri di
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. Ketiga, konflik yang
terkait dengan proyek infra struktur, seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga
Uap) di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik,
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten
Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi,
serta PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kabupaten Ponorogo,
Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Banyuwangi. Keempat, konflik yang
terkait dengan perampasan ruang kelola rakyat untuk industri ekstraktif di
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten
Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
Kelima, konflik di area perkebunan yang melibatkan masyarakat (petani) dengan
pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember

(sumber: Islambergerak.com, 2018 dan KPA, 2018).



Ida Nurlinda dalam disertasinya (2008) mengungkapkan, bahwa ada enam
fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN (PT.
Perkebunan Nusantara), sebagai berikut: Pertama, masyarakat menyerobot
tanah PTPN, padahal tanah tersebut merupakan asset negara (BUMN). Kedua,
PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, padahal
perkebunan asing tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas
tanah rakyat. Ketiga, PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan,
yang ternyata tumpang-tindih dengan tanah ulayat. Keempat, penguasaan tanah
oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, sehingga
tumpang tindih dengan tanah rakyat. Kelima, tanah PTPN terlantar, karena telah
habis hak guna usahanya. Keenam, sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma
(rakyat), yaitu ketika inti mengambil-alih tanah plasma.

Sementara itu, konflik pertanahan di Kabupaten Blitar pada umumnya
terjadi antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan, yang
kemudian diselesaikan dengan menggunakan format reforma agraria. Format ini
menekankan pada berbagai upaya untuk mengkonstruksi kesejahteraan sosial
dan keadilan sosial di kalangan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian dengan judul “Reforma Agraria: Threat Dan Treatment Untuk
Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa

Timur).”

. Rumusan Masalah
Pada 8 Oktober 2018, Aliansi Tani Jawa Timur dalam “Wujudkan Keadilan

Agraria dan Kedaulatan Petani di Jawa Timur” (wwwe.api.or.id) menyatakan,

bahwa konflik agraria di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 59
kasus, yang tersebar di berbagai kabupaten, dan meliputi areal seluas 9.421,37
Ha di luar kawasan hutan (perkebunan, pertambangan, property, dan
infrastruktur), serta areal seluas 18.521 Ha di dalam kawasan hutan. Selain itu,
Aliansi Tani Jawa Timur menjelaskan bahwa meskipun telah tertuang dalam
point ke-5 Nawacita, reforma agraria belum berhasil dilaksanakan di Jawa Timur.

Demikian pula keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang


http://www.api.or.id/

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang ternyata juga belum mampu
mengatasi persoalan: penguasaan tanah, proses budidaya, pemasaran produk,
disparitas harga pangan di kalangan petani, dan permodalan.

Situasi yang sama juga terjadi di Kabupaten Blitar, ketika terjadi konflik di
areal perkebunan antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan.
Ada beberapa kasus konflik agraria yang berhasil diselesaikan melalui format
reforma agraria, tetapi ada pula beberapa kasus yang belum berhasil diselesaikan
hingga saat ini. Oleh karena itu, reforma agraria menjadi instrumen penting
dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai
instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di
kalangan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana threat dan treatment dalam penerapan regulasi reforma agraria di
Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana threat dan treatment dalam pelaksanaan redistribusi tanah di
Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana threat dan treatment dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil
redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?

4. Bagaimana threat dan treatment dalam mewujudkan reforma akses bagi para
penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi?

5. Bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui
reforma agraria di Kabupaten Blitar?

6. Bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma

agraria di Kabupaten Blitar?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mendorong penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten

Blitar, serta mendorong pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset, dan



pemberian akses yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

di Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Penelitian
a. Bagi STPN, sebagai reservoir pengetahuan tentang reforma agraria.
b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan agraria/pertanahan yang

berkaitan dengan reforma agraria.



BAB VIII

P E N U T U P

Q. Kesimpulan

Reforma agraria menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik

agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan sosial. Sementara itu, dalam konteks threat dan

treatment-nya di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur diketahui, bahwa:

7. Threat dan treatment dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten

Blitar, sebagai berikut:

a. Threat dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar,

antara lain:

(1)

(2)

(3)

Regulasi landreform yang ada justru menjadi threat, ketika upaya
mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat Pasal 2
Perpres 86 Tahun 2018) mengalami kesulitan, karena pemerintah
masih terus mengandalkan kemajuan pertanian pada pengelolaan
tanah berskala besar, terutama yang dikelola oleh perusahaan besar
atau korporasi.

Regulasi redistribusi tanah yang ada justru menjadi threat, ketika
subyek reforma agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) terlalu luas,
sehingga sulit mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani
gurem, penggarap, dan buruh tani.

Regulasi legalisasi asset justru menjadi threat, ketika penanganan
sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh GTRA (Gugus Tugas
Reforma Agraria). Sementara itu diketahui, bahwa GTRA berjenjang
dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86
Tahun 2018), sehingga memberi peluang bagi terjadinya intervensi dari
GTRA level atas terhadap GTRA level di bawahnya. Hal ini akan

menyulitkan GTRA di level terbawah dalam mengambil keputusan,

81



(4)

padahal GTRA pada level inilah yang paling mengetahui konflik agraria
yang terjadi.

Regulasi reforma akses justru menjadi threat, ketika penataan akses
(Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 2018) memposisikan masyarakat hanya
sebagai obyek, dan belum bersedia memposisikan masyarakat sebagai

subyek (pihak yang menentukan kebutuhannya sendiri).

b. Treatment dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar,

antara lain:

(1)

(2)

(3)

(4)

Regulasi landreform membutuhkan treatment untuk mengatasi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat Pasal 2 Perpres 86
Tahun 2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma
kemajuan pertanian dari sebelumnya kemajuan berbasis pengelolaan
tanah berskala besar (perusahaan besar atau korporasi), menjadi
berbasis pada pengelolaan tanah berskala kecil (petani, kelompok tani,
dan koperasi tani).

Regulasi redistribusi tanah, membutuhkan treatment untuk dapat fokus
pada upaya mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani
gurem, penggarap, dan buruh tani. Oleh karena itu, subyek reforma
agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) yang terlalu luas perlu
dipersempit.

Regulasi legalisasi asset, membutuhkan treatment dalam penanganan
sengketa dan konflik agraria yang difasilitasi oleh GTRA. Oleh karena
itu, GTRA yang berjenjang dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten
(Pasal 18-23 Perpres 86 Tahun 2018) perlu diantisipasi dengan
menciptakan efektivitas kerja, melalui pemberian kewenangan pada
GTRA di level paling bawah atau GTRA Kabupaten, untuk mengambil
keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Regulasi reforma akses, membutuhkan treatment berupa penguatan
peran serta masyarakat (petani penggarap) setempat sebagai subyek

atau pihak yang paling mengetahui kebutuhannya, karena regulasi
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hanya memberi posisi masyarakat sebatas obyek dalam penataan akses

(Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 2018).

8. Threat dan treatment dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten

Blitar, sebagai berikut:

a. Threat dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi
ketika keputusan Panitia Landreform tidak dilaksanakan, dan diganti
dengan keputusan lain yang bertentangan. Keputusan yang bertentangan
tersebut, akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan antara
masyarakat (petani penggarap) dengan pihak perkebunan, pengambil
keputusan dan pihak terkait lainnya. Konflik dan sengketa pertanahan
antara masyarakat dengan pihak perkebunan mewujud dalam bentuk
reclaiming dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik dan sengketa
pertanahan mereda saat reclaiming dan penguasaan tanah oleh masyarakat
diakui oleh pihak perkebunan. Setelah konflik dan sengketa pertanahan
dapat diselesaikan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dapat
melakukan redistribusi tanah.

b. Treatment dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar
dilakukan dengan memanfaatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan
Agraria Nomor 49/Ka./1964. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten
Blitar membentuk Panitia Landreform yang bertugas menetapkan
peruntukan tanah dan rekomendasi yang relevan dengan peruntukan
tanah. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan SK
tentang Pelaksanaan Landreform, setelah tanah yang direklaim oleh
masyarakat mendapat pengesahan sebagai TOL (Tanah Obyek Landreform).
Kemudian menerbitkan SK tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, untuk
melakukan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama di areal
permukiman. Sementara itu, penetapan luas bidang tanah yang diperoleh
rumah tangga petani dilakukan organisasi tani setempat berdasarkan

kearifan lokal, misalnya kriteria sebagai berikut: militansi saat berjuang,
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penggarapan tanah yang berhasil dilakukan saat berjuang, iuran yang

diberikan dan aktivitas saat berjuang, serta kepedulian sosial saat berjuang.

9. Threat dan treatment dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi
tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

a. Threat dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di
Kabupaten Blitar terjadi karena legalisasi asset barulah dapat dilakukan
setelah redistribusi tanah dilakukan. Sebagaimana diketahui Kantor
Pertanahan Kabupaten Blitar telah meredistribusikan tanah seluas 3.326
Ha pada kurun waktu tahun 2007 - 2017, yang secara bertahap juga telah
melakukan legalisasi asset. Redistribusi tanah dapat semakin cepat
terwujud, ketika pihak perkebunan bersedia untuk menyerahkan sebagian
tanah yang dikuasainya kepada masyarakat. Percepatan redistribusi ini
pada akhirnya harus direspon dengan percepatan legalisasi asset. Tetapi
percepatan legalisasi asset akan terhambat, ketika percepatan redistribusi
tanah telah lebih dahulu terhambat, oleh ketidak-sediaan masayarakat
menerima tanah yang dilepaskan pihak perkebunan, karena masyarakat
menuntut tanah yang lebih luas.

b. Treatment dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di
Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan maksud pelaksanaan legalisasi
asset, yaitu memberi penguatan hak atas tanah pada bidang-bidang tanah
eks perkebunan yang telah dikuasai oleh petani. Oleh karena itu, legalisasi
asset dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan para petani bagi
pengembangan pertanian di masa depan, termasuk adanya tanah kolektif
serta penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, legalisasi
asset dilakukan dengan membubuhkan suatu catatan pada sertipikat,
bahwa tanah hak milik pada sertipikat tersebut merupakan pelepasan dari
hak guna usaha perusahaan perkebunan, dan tidak dapat dipindah-

tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.
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10. Threat dan treatment dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima

redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai

berikut:

a. Threat dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi

tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, antara lain:

(1) Threat yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar,

seperti:

(a)

(b)

(c)

Ada threat dalam pelaksanaan kebijakan yang terlalu ideal,
terutama ketika peluang pelaksanaan dikaitkan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria).

Ada threat dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan
dukungan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini
dikarenakan masing-masing SKPD telah memiliki tugas yang relatif
berat dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga
berpeluang overload (kelebihan beban) ketika diberi tambahan
tugas reforma akses.

Ada threat dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan
kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, untuk
mendukung reforma akses. Sebagaimana diketahui kewenangan
menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses tidak ada
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, melainkan berada pada
Pemerintah Kabupaten Blitar (dalam hal ini: Bupati Blitar). Oleh
karena itu, kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar hanya
sebatas mengusulkan dan mengingatkan, agar Bupati Blitar

berkenan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses.

(2) Threat yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti:

(a)

Terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi tanah

kepada pihak lain.
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(b) Terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil
redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah.

(c) Adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima
redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan
tanah.

(d) Adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima
redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian
dibayar.

(e) Lemahnya permodalan petani penerima redistribusi tanah.

b. Treatment dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima
redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai
berikut:

(1) Treatment yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten

Blitar, seperti:

(a) Pelaksanaan kebijakan yang relatif lebih sederhana merupakan
solusi, karena bila terpaku pada peraturan perundang-undangan
yang terlalu ideal dan normatif, maka sulit menghadapi dinamika
lapangan.

(b) Dukungan dari SKPD yang relatif lemah, direspon dengan
melakukan komunikasi yang intens dengan Bupati Blitar dan
pimpinan SKPD terkait.

(c) Treatment ini sekaligus juga merupakan respon atas keterbatasan
kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar,

agar reforma akses dapat terlaksana dengan baik.

(2) Treatment yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal),
seperti:

(a) Mencegah terjadinya peralihan tanah dari petani penerima

redistribusi tanah kepada pihak lain, melalui penyegaran dan

penguatan semangat juang petani anggota Pawartaku.

86



(b) Mencegah terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil
redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah, melalui
penguatan etos kerja petani anggota Pawartaku.

(c) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima
redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan
tanah; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang kuat
ikatan batinnya dengan tanah.

(d) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima
redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian
dibayar; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang tekun
dan sabar dalam mengelola tanah pertanian, hingga mendapat hasil
saat panen.

(e) Meningkatkan permodalan petani penerima redistribusi tanah

melalui skema credit union.

11. Konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma

agraria di Kabupaten Blitar, berupa kesejahteraan bagi petani eks penerima

redistribusi tanah, sebagai berikut:

a.

Mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga berpendidikan Sekolah
Menengah Atas. Padahal sebelum reforma agraria (sebelum memiliki
bidang tanah), mereka bekerja sebagai buruh perkebunan, sehingga hanya

mampu menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat Sekolah Dasar.

. Tidak lagi disebut “wong persil”. Padahal sebelum reforma agraria, mereka

diberi panggilan “wong persil” yang bermakna penghinaan.

Diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan sosial yang ada di Desa
Sumberurip. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah
Desa Sumberurip membatasi kegiatan sosial Desa Sumberurip yang dapat
diikuti oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir
membebani finansial dan psikis mereka.

Didengar pendapatnya saat Pertemuan Desa. Padahal sebelum reforma

agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip kurang

87



memperhatikan pendapat yang diajukan oleh mereka (para petani Dusun
Kulonbambang), karena khawatir mereka tidak memahami persoalan yang
sedang dibahas.

e. Diperkenankan mendirikan organisasi dan kegiatan yang menyertainya,
seperti Credit Union Pawartaku. Padahal sebelum reforma agraria,
masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi mereka (petani
Dusun Kulonbambang) membatasi mereka dalam berorganisasi.

f. Mampu memiliki ternak (unggas, kambing, dan sapi) serta kendaraan
bermotor (roda dua). Padahal sebelum reforma agraria, mereka tidak
memiliki ternak dan kendaraan bermotor.

g. Mampu memiliki rumah permanen. Padahal sebelum reforma agraria,

mereka tinggal di rumah yang tidak permanen, dan bukan milik sendiri.

12. Konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di

Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

a. Keadilan sosial merupakan dampak reforma agraria, terutama terlihat pada
luas areal (3.326 Ha) dan jumlah bidang tanah yang diredistribusikan
(20.075 bidang), serta rumah tangga petani yang memperoleh manfaat
berupa tanah hasil redistribusi (13.502 rumah tangga petani) pada kurun
waktu tahun 2007 - 2017. Situasi ini sekaligus menjadi bukti adanya
elemen-elemen keadilan sosial, seperti: equal opportunity, egalitarianisme,
dan partisipatoris.

b. Keadilan sosial juga nampak pada penghormatan terhadap petani
penggarap oleh pihak pengelola perkebunan, terutama pada petani
penggarap yang melakukan reclaiming tanah. Kesediaan pihak pengelola
perkebunan untuk bernegosiasi dengan para petani penggarap melalui
mekanisme mediasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Blitar merupakan penanda penghormatan terhadap petani
penggarap. Situasi ini sekaligus menjadi bukti keberadaan elemen keadilan
sosial, seperti: proses sosial, demokratis, dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia.
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c. Penghormatan ditunjukkan pula oleh adanya kesadaran dan kesediaan
pengelola perkebunan, untuk menyerahkan sebagian tanahnya kepada para
petani penggarap, yang untuk 7 lokasi konflik luasnya mencapai 882 Ha.
Situasi ini merupakan bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti:
pembangunan yang berguna bagi masyarakat, kegiatan yang mereduksi

ketimpangan, distribusi yang proporsional, dan peluang harmoni sosial.

R. Rekomendasi

Regulasi reforma agraria perlu terus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan
memperhatikan situasi setempat, seraya terus menerus dilakukan perbaikan
terhadap substansi regulasi tersebut. Selain itu, pelaksanaan redistribusi tanah,
legalisasi asset, dan pemberian akses juga perlu terus menerus dilakukan dan
diperjuangkan pelaksanaannya, karena mampu mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan sosial.

Perlu memberi perhatian yang lebih besar pada landreform by leverage,
dengan menempatkan penyelesaian konflik dan sengketa penguasaan dan
pemilikan tanah sebagai bagian dari program nasional reforma agraria. Hal ini
penting dilakukan, karena akan berdampak pada adanya dorongan untuk
memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten, dan pendanaan yang
memadai, sehingga lebih cepat diperoleh kesepakatan antara pihak pengelola
perkebunan dengan masyarakat. Hal ini akan mempercepat redistribusi tanah, untuk

kemudian dilanjutkan dengan legalisasi asset dan access reform.
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